
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2A23

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasar'kan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 40 Tahun 2022, telah ditetapkan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O23;

b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

bahwa tata cara psngtunaan belanja tidak terduga untuk

*-$
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mendanai keperluan mendesak dilakukan meialui
pergeseran anggaran dari beianja tidak terduga kepada

belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf h

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala

Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak

atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

e. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum

perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran

ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

f. bahwa berdasarkan huruf T angka t huruf b.1)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan
pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan

100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah
melakukan perubahan perkada tentang penjabaran

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan ApBD;

g. bahwa berdasarkan huruf C angka 2 huruf b.3)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor B4 Tahun Z0ZZ tentang pedoman
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Pen3rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa dalam hal
penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana

angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk
teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan

penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA.

2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA.

2423 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD TA. 2023;

h. bahwa berdasarkan surat Ketua Umum Tim Penggerak

PKK Pusat Nomor 014/Skr/PKK.PstlIl2023 tanggal 26

Januari 2023 Hal Penunjukan Lokasi Puncak Acara

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tahun 2023,

perlu dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak

terduga dari anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada anggaran

belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera

Utara;

i. bahwa dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Hari

Pers Nasional (HPN) dan event internasional Fl H2O

Powerboat Lake Toba Tahun 2023 di Provinsi Sumatera

Utara, perlu dilakukan pergeseran anggaran belanja

tidak terduga dari anggaran belanja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada

anggaran belanja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara;

j. bahwa dalam rangka penanganan kerusakan beberapa

fasilitas umum bangunan sekolah SMA dan SMK akibat

bencana alam, perlu pergeseran anggaran belanja tidak

terduga dari anggaran beianja Badan Keuangan dan Aset
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Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada anggaran

belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

k. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub

kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja,

antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian

rincian obyek belanja daiam jenis belanja yang sama,

pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

diubah;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan

huruf k, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonssia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOQ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2OLA tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2AlA Nomor L 1O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155h

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la\
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraafl

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

13. Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2ALT tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 662a\

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 84 Tahun 2A22 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O23;

17. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2A22 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A22 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
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18. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A23 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4A

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 4O Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2A23 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2022 Nomor 42), diwbah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11ayat (i), ayat (3) dan ayat (4) diubah

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 l

(U Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai

10 huruf a direncanakan sebesar

Rp.7 .867 .47 4.952.962,00, yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.3.57 1.4 13.67 5.7 02,AA.
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.352.25 1.560.703,00.

(41 Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar

Rp. 1.92O.30O. 1 16.557,0O.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.23. 509.600.000,00.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.2.352.251.560.7O3,0O,

yang terdiri atas:

a. belanja barang sebesar Rp.591.O44.915.685,00;

b. belanja jasa sebesar Rp. 1.162.920.536.395,0O;

c. belanja pemeliharaan sebesar

Rp. 1 46.8 89 .461 .592,OO;

d. belanja perjalanan dinas sebesar

Rp.346.27 4.221 .660,00; dan

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

sebesar Rp"57. 535. 336.600,00;

f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar

Rp.a7. 587 .O88 "7 7 1,00;

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.59 1".O44.915.685,0O, y&ng terdiri atas :

a. belanja barang pakai habis sebesar

Rp. 590.998.694 .205,OO; dan

b. belanja barang tak habis pakai sebesar

Rp.46.221.48O,OO;
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(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.1 .162.92O.536.395,00, yang terdiri atas :

a. belanja jasa kantor sebesar

Rp. 657. a 87 .45 1 .496,O4;

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar

Rp.232.930. 007.580,00;

c. belanja sewa tanah sebesar Rp.3.451.5O0.OO0,0O;

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar

Rp. 83. 38 I .7 86.394,O4;

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar

Rp. 38.77 2.819.7 28,00;

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar

Rp.17.40O.000,00

g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar

Rp.7O5.900.O00,00;

h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar

Rp. 10 1.936.794.7 37,OO;

i. belanja jasa konsuitansi non konstruksi sebesar

Rp.3.084 .984.926,OO;

j. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar

Rp. 1.2O 1.250.000,00;

k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan

teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar

Rp.26.7 25. 332. 360,00; dan

1. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas

pemungutan pajak daerah sebesar

Rp. 13.225.309. 17 4,OO;

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 146.889.46L.592,OO, yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

sebesar Rp. 34. 52 9 .A62.280,0O;

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

sebesar Rp.82.0 14.OO4.468,00;

c. belanja pemeiiharaan jaian, jaringan, dan lrigasi
sebesar Rp.3O.3 1 5.394.844,OO1 dan



-10-

d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar

Rp.31.000.000,00;

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp.346.274.221.660,00, yang terdiri atas:

a. belanja pedalanan dinas dalam negeri sebesar

Rp.336.7 1 2.00 1.66O,OO;

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar

Rp.9.562.220.000,0O;

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.57.535.336.600,00,

yang terdiri atas :

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar

Rp. 56.255. 336.60O,0O;

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar

Rp.1.280.000.000,00;

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.47.587.088.771,0O, terdiri

atas belanja barang dan jasa BLUD.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 1.920.300. 1 16.557,00, yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar

Rp.4O.8 1 6. 1 1 5.000,00;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebesar Rp.720. 1 08.656.557,00;
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c. belanja hibah dana BOS sebesar

Rp. 1 . 127 .7 45.060.000,00;

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai

Politik sebesar Rp.3 1 .630. 285.000,00;

{2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.40.816. 1 15.000,00, yang

terdiri atas :

a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat

sebesar Rp.36.B 16. 1 15.000,O0;

b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat

sebesar Rp.4.O00.000. OO0,00.

(3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga,

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.72O.108.656.557,OO yang

terdiri atas :

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang

bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebesar Rp. 126.22O.O00.000,00;

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga

nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki

surat keterangan terdaftar sebesar

Rp. 2 5. 7 19 .7 92.560,00;

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga

nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

sebesar Rp. 567.468.863.997,OO; dan

d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia sebesar

Rp.700.0O0.OOO,OO.

(4) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp. 1. 127.745.060.000,0O yang terdiri atas

belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh

Satdikmen Swasta.
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(5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar

Rp.31.630.285.000,00 yang terdiri atas Belanja

Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2j, ayat (3), ayat (4)

dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 16

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf b direncanakan sebesar

Rp.3.271.597 .642.884,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modai jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 1 66.024 .996.420,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.273.3 14.829 . 1 56,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp. 1.034.806 .l 14.926,OO.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 1.766 .32O.469.624,OO.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e di"rencanakan

sebesar Rp.31. 131 .233.158,00.

5. Ketentuan Pasai 17 ayat (1), ayat l2), ayat (3) dan ayat (4)

diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 16 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 166.024.996.020,00, yang

terdiri atas Belanja modal tanah.

{21 Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar

Rp.273.3 14.829.156,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar sebesar

Rp.8.564 .174.928,OO;

b. belanja modal alat angkutan sebesar

Rp.3 1 .799.833.580,OO;

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
sebesar Rp. 5O9.8 59 .946,OO;

d. belanja modal alat pertanian sebesar

Rp.6.315.632.530,OO;

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga

sebesar Rp.44.03 2.896.287,4O;

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan

pemancar sebesar Rp.2 1.903.576.370,00;

g. belanja modal aiat kedokteran dan kesehatan

sebesar Rp.86.6O9 .9 19.378,O0;

h. beianja modal alat laboratorium sebesar

Rp.2.844.239.421,00;

i. belanja modal komputer sebesar

Rp. 2 1.429 . 132.4O7,O4;

j. belanja modal alat eksplorasi sebesar

Rp.2.057.363.129,OO;

k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan

pemurnian sebesar Rp.2.206.260,OO;

1. belanja modal alat keseiamatan kerja

Rp.30.108.96O,0O;

m. belanja modal rambu-rambu sebesar

Rp. i 5.037 .283.17 O,OO;

n. belanja modal peralatan olahraga sebesar

Rp. 30. 89 3.7 64.59O,O0;
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o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD

sebesar RP. 1.284.838.200,00;

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (i) huruf c

direncanakan sebesar Rp.1.O34'806'114'926,4O,

yang terdiri atas :

a. belanja modal bangunan gedung sebesar

Rp. 1 .033.856. I 14.926,OO;

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar

Rp.200.000.000,00;

c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD

sebesar RP.750.000.000,00;

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
d.irencanakan sebesar Rp.1.766.32O.469-624,OO,

yang terdiri atas :

a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar

Rp. 1.647 .397 .O92.337,OO;

b. belanja modal bangunan air sebesar

Rp. 5 1.O2A.436. L46,AO;

c. belanja modal instalasi sebesar

Rp. 1.77O.889.4OO,00;

d. belanja modal jaringan sebesar

Rp.66. 1 32.05 1.7 4 1,AO;

(5) Anggaran modal aset tetap iainnya dimaksud dalam

Pasal t6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.31. 131 .233.158,OO, yang terdiri atas:

a. beianja modal bahan perpustakaan sebesar

Rp.2.438 .266.455,OO;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/

kebudayaan/ olahraga Rp. 77 4.37 5.9 1 1,00;

c. beianja modal hewan sebesar

Rp.255.00O.OO0,00;

d. beianja modal tanaman sebesar

Rp.1.420.0O0.000,00;

e. beianja modal aset tetap dalam renovasi sebesar

Rp. 1 5.43O.9OO.OO0,00;
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belanja modal aset tidak berwujud sebesar

Rp. 1 1.4 12.690.7 92,OO;

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar

Rp.87.897.28O.972,OO, yang terdiri atas belanja tidak

terduga.

Pasal II

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

f.

Salinan Sesuai dengan AslinYa
KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 6 Februari 2A23

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

rtd

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 19-9603 1AO2

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5


